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bahwa untuk melaksanakan Kketentuan dalam Pasal 264
ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daérah dan Pasal 282 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Caré. Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan Daerah, maka perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Wajo jNomor 9 tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2014-2019.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang—Undalig Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia
Nomor 1822); LL




10.

11.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286};
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaah Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Ta.hﬁn 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republﬂk Indonesia Nomor 4355);

Undang—Undaﬂg Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Len'ibaran Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700};

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725};

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik {lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846); t
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13.

14.

15.

i6.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5043);

Undang—UndaAg Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan | dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia NomPr 2059};

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan | Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornbr 5234);

Undmg—Unda.rig Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495)

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan = Daerah (Lembaran Negara Republik

/



20.

21,

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.
“tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

Indonesia Tahl‘m 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republ‘ik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pﬁemen’ntah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tataj -Cara  Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Nega\.ra Republik Indonesia Nomor 4663);
Peraturan Peq‘lerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelengaraan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Perf1eﬁntah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
{Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, tentang
Penyelenggara Tata Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 18 Tahun 2016,
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang
pengesahan, Pengundangan dan  Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, Tentang
Rancangan Pembangunan Jangkah Menengah Nasional
Tahun 2015 -~ 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman




29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelakfanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tFntang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012

tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 994);

Peraturan Meﬁteﬂ Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9
Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 - 2029
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2009, Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2
Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2010 {Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2010 Nomor 2

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunaan
Jangka Menengah Daerah Provinsi SulawBesi Selatan
Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2015 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008
Nomor 1};

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Wajo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah
Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 66);




37. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14
Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lemba‘fran Daerah Kabupaten Wajo tahun 2013
Nomor 13); |

38, Peraturan Dae‘rrah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun
2015 tentang ﬁ’erlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaﬂan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2015
Nomor 10); |

39. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wajo {Lembaran Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 62);

40. Peraturan  Daerah  Kabupaten Wajo  Nomor 9
Tahun 20016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Wajjo Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2016).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO
dan
BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 9
TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2014-2019

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9
Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupten Wajo Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2014 Nomor 9) diubah sebagai berikut: 5/




1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga selangkapnya berbunyi sebagai

berikut :

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Wajo.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan

urusan pemerintahan yang fnenjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Wajo. |

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara pemer%ntahan daerah.

Perencanaan adalah suatu iproses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui j;rutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.

Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
untuk peningkatan kesejahferaan masyarakat yang nyata, baik dalam
aspek pendapatan, kesemi)atan kerja, lapangan berusaha, akses
terhadap bengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan
indeks pembangunan manusia.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu
tertentu.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan kabupaten untuk periode 20 {dua puluh) tahun
terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Rencana pembangunan Jangka menengah Nasional yang selanjutnya
disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk
periode 5 (lima) tahun terhitning mulai tahun 2015-2019.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah
untuk periode tahun 2014-2019, yang merupakan penjabaran dari
Visi, Misi dan program Bupati/Kepala Daerah dengan berpedoman
pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

Visi Daerah adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan pada tahun 2019. [L




12, Misi Daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya visi.

13. Strategi adalah Iangkah-la_tllgka berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.

14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah

untuk mencapai tujuan.

15. Badan Perencanaan Pem?ang;nan Daerah selanjutnya disingkat
Bappeda adalah Satuan K

jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan
\

rja Perangkat Daerah yang bertanggung

pembangunan di daerah.

16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD
dalam penyelenggaraan ;urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah. |

17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan
tujuan pembangunan daerah.

18. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai
secara langsung sasaran program prioritas.

19. Sasaran Pembangunan adalah targer atau hasil pembangunan dari
suatu program atau keluaran pembangunan yang telah dituangkan
dalam perencanaan pembangunan.

20. Indikator Pembangunan adalah alat ukur spesifik secara kualitatif
atau kuantitatif untuk maisukan, proses, keluaran, hasil, manfaat
atau dampak yang mengambarkan tingkat capaian pembangunan
pada program atau kegiatan.

21. Pelaksanaan pembangunari adalah suatu kegiatan yang dilakukan
selama 1 tahun dan / atau 1 periode yang ditentukan dan tertuang

dalam perencanaan pembangunan daerah.

. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 4
Prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi:
a) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam
sistem perencanaan pembangunan nasional.
b) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah
bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan

kewenangan masing-masing. ﬁ/




¢) Perencanaan pembangunan| daerah mengintegrasikan rencana tata

ruang dengan rencana pembangunan daerah.
d) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi,
dan potensi, yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika

perkembangan daerah dan nasional.

. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai

berikut;

Pasal 5

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara :

Efisien;
Efektif;

N A

[Ee
H

Transparan;

Responsif;

Akuntabel;
Partisipatif,
Terukur;

. Berkeadilan; dan
Berkelanjutan.

. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 6

(1} Dokumen RPJMD disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I
Bab II
Bab III

Bab IV

Bab V
Bab VI
Bab VII
Bab VIII

Bab IX
Bab X
Bab XI

Pendahuluan

Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka
Pendanaan

Analisis Isu-Isu Strategis

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Strategi dan Arah Kebijakan

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan
Pendanaan

Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Penutup




(2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat {1) tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
peraturan daerah ini.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo

Ditetapkan di sengkang
Pada Tanggal 30 Desember 2017
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Diundangkan di Sengkang
Pada tanggal 30 Desember 2017

é Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUI-'?ATEN WAJO,
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2017 NOMOR 20

NOREG PERATURAN DAERAH KAB. WAJO PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR B.HK.HAM 20.270.17 TAHUN 2017




